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BUPATI KUNINGAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPAI KUNINGAN 

NOMOR : TAHUN 2 0 1 8  

TEN'TANG 

PEDOMAN P E N G G U N AA N  

DANA BAGI HASIL CUKAI H A S I L  TEMBAKAU (DBH CHT) 

DI KABUPATEN KUNINGAN 

DENGAN RAHMAT T UH A N  YANG MAHA ESA 

BUPATI K U N I N G A N  

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 2 2 2 / M K . 0 / / 2 0 1 7  tentang Penggunaan, 
Pemantauan an Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau (DBH CHT), bupati 
bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong 
dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi 
hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas 
dan karaktcr ist ik daerah masing-masing; 

b .  bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang 
diterima oleh kabupaten digunakan untuk mendanai 
peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan 
industri, pembinaan lingkungan sosial, sosial isasi 
ketentuan d ib idang cukai, dan/atau pemberantasan 
barang kena cukai  ilegal, dalam rangka mendukung 
program jaminan  kesehatan nasional ( J K N i  serta 
program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan prior i tas  daerah ;  

c .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebags.mana 
dimaksud j ' a  h u r u f  a  dan huruf b, make perlu 
mengatur w o m a n  penggunaan dana bagi hasi l  
cukai hasi l  tembakau di Kabupaten Kuningan. yang 
ditetapkan engan Peraturan Bupati. 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 1 9 5 0  tentang 
Pembentukan Dae rah -  Daerah Kabupaten ' : l a m  
Lingkungan P rov ins i  Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1 9 5 0  scbagaimana telah diubah e n g a n  
undang-undng Nomor 4 Tahun 1968  tentang 
Pembentuka. Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten  b a n g ;  
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2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 76 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3 6 1 3 ) ,  sebagaimana telah 
diubah dens Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007 tentang, erubahan atas Undang-Undang; 

Nomor 1 1  Tahun 1 9 9 5  tentang Cukai (Lembaran 
Negara R e p u b l i k  Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 5 ,  
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 7 5 5 ) ;  

3 .  Undang-undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n  2003 Nomor 47 ,  Tambahan 
Lembaran N a r a  Republ ik Indonesia Nomor 4286 ) :  

4.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n  2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) :  

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbang Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik ! lonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 6 .  
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438; 

6 .  U n d a n g - U a n g  Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n  2 0 1 4  Nomor 58,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ,  
sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 h u n  2 0 1 5  tentang Perubahan atas 
Undang-Un o.ng Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  :entang 
Pemer intatu Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n  2 0 1 5  Nomor 246,  Tambahan 
Lembaran l e g a r a  Republik Indonesia Nomor 5589) ;  

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republ ik  I n  onesia Tahun 2005 Nomor 1 3 7 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 5 7 5 . )  

8.  Peraturan e m e r i n t a h  Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 T e n t a n g  Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 1 4 0 ) ,  

9 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
5 0 / P M K . 0 7  / 0 1 7  tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah d a t s  t u n a  Desa; 

10 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
2 2 2 / P M K O , 2 0 1 7  tentang Penggunaan, 
Pemantaua t,  dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau ;  
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Menetapkan 

1 1.  Peraturan Gubernur  Jawa Barat Nomor 7 1  Tahun 
2 0 1 0  ten tang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat; 

12 .  Peraturan Ducrah Kabupaten Kuningan Nomor 29 

Tahun 2 0 1 3  tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Dac rah ;  

1 3 .  Peraturan Bupat i  Kuningan Nomor 63 Tahun 2 0 1 6  

tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok, Fungsi  dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja 
Sekretaris Iaerah Kabupaten Kuningan; 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI  TENTANG PEDOMAN 
PENGGUNAAN D A N A  BAGI HASIL CUKAI HASIL 
TEMBAKAU ( D H  C H T )  DI KABUPATEN KUNINGAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan B u  t i  i n i ,  yang dimaksud dengan: 

1 .  Kementerian K e a n g a n  adalah K e m e n t c r i a n  K u a n g a n  
Republik Indone s ia ;  

2 .  Gubernur ada lan  Gubernur  Jawa Bara t :  

3 .  Pemerintah Prov ins i  Jawa Barat adalah Gubernur  beserta 
Perangkat Dac rah sebagai u n s u r  penyelenggara 
pemerintah daer  h  

4. Daerah adalah :bupaten  kuningan;  

5. Pemerintah Das a h  adalah Bupati beserta Perangkat 
Daerah sebaga · n s u r  penyelenggara Pemerintah Daerah; 

6 .  Bupati adalah B p a t i  Kun ingan ;  

7.  Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya dis i n g k a t  A P D ,  a d a l a h  A P B D  K a / u p a t e n  
K u n i n g a n ;  

8 .  Peraturan B u p a .  .da lah  P e r a t u r a n  B u p a t i  K u n i n g a n ;  

9 .  K e p u t u s a n  B u p i  a d a l a h  e p u t u s a n  B u p a t i  K u n i n g a n ;  

10 .  Satuan K e r j a  Pe n gl a t  D a e r a h  y a n g  s e l a n j u t n y a  d i s e b u t  
SKPD a d a l a h  a t u a n  Kerja Perangkat D a e r a h  d i  
lingkungan P e m e r i n t a h  K a b u p a t e n  K u n i n g a n ;  

1 1 . C u k a i  adalah p u n g u t a n  negara yang dikenakan terhadap 
barang-barang t e r t en tu  yang mempunyai sifat atau 
karakteristik ya ng ditetapkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undo :  a ;  

12 .  Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil 
tembakau, y a n y  mel iput i  sigaret, cerutu, rokok daun ,  
tembakau iris n h a s i l  pengolahan tembakau lainnya, 
dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknva 
bahan penggant :  atau bahan pembantu pembuat dalam 
pembuatannya; 
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13 .  Dana Bagi Hasil yang sclanjutnya disingkat DBH adalah 
dana yang dialolasikan dalam anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka 
presentase tertentu dari pendapatan negara untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi; 

14 .  Dana Bagi Hasi l  Cukni Hasil Tembakau yang selanjutnya 
disingkat DBH CHT adalah penerimaan negara dari cukai 
hasil tembakau yang sebagian dibagi hasilkan kepada 
provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan komposisi 
yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

15 .  Jaminan Kesehat  adalah Jaminan berupa perl indungan 
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan p e r l i n d u n g a n  dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan y a n g  diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
pemerin tah; 

16 .  Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cuka i Has i l Tembakau 
yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang 
dibentuk oleh Bupat i  untuk menggerakan, mendorong dan 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dana 
bagi hasil cukai hasi l  tembakau yang digunakan oleh 
Satuan Kerja Fe r.gkat Daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud pedoman penggunaan DBH CHT ada la  u n t u k  
memberikan a r a '  d a n  petunjuk pelaksanaan pengunaan 
DBH CHT d i  a l » p a t e n  K u n i n g a n ;  

(2) Tujuan pedoman penggunaan DBH C H T  adaiah tertib 
perencanaan, t o ' i b  pelaksanaan,  tertib pengawasan ,  tert ib 
evaluasi dan t e m i b  pelaporan dana yang bersumber dari  
DBH CHT. 

BAB III 

ALOKASI DANA GI HASIL CUKAI HASIL TEIL..AU 

Pasal 3 

( 1 )  Alokasi DB! C I T  yang diterima oleh Pemerintah Daerah 
dari Pemerintah Prov ins i  Jawa Barat d igunakan untuk  
mendanai keg ia tan  peningkatan kualitas bahan baku ,  
pembinaan i n d + s t r i ,  pembinaan lingkungan sosial ,  
sosialisasi k e t e n t u a n  di bidang cuka i .  a n / a t a u  

pemberantasan ' r a n g  kena cukai i legal ;  

(2) Kegiatan sc ba;aimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
diprioritaskan u n t u k  mendukung program Jaminan 
Kesehatan Nasional paling sidikit sebesar 50% ( l ima puluh 
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persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 

(3) Bupati mengclola kegiatan DBH CHT dan 
mengkonsolidasikan kegiatan di SKPD sesuai alokasi DBH 
CHT yang diter in  dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
melalui Tim Koord inas i ;  

() Alokasi p e n g g u n u  dan besaran DBH CHT sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat ( 2 ) ,  yang akan 
dilaksanakan olch SKPD ditetapkan dalam Keputusan 
Bupati ; 

(5) Pengalokasian D B H  C H T  ditetapkan berdasarkan skala 
prioritas daerah sesuai dengan bidang program yang akan 
dilaksanakan o lch  SKPD sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi serta d is ink rokan dengan program/kegiatan vang di 
<lanai dari PB D .  

BAB IV 

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Pasal 4 

( 1 )  Program dan Kegiatan DBH CHT yang akan dilaksanakan 
harus memperhukan potensi dan karakteristik daerah 
sesuai issue s t r a t e g i s  dan Road Map penggunaan DBH 
CHT Kabupaten mingan;  

(2) Rancangan malto  program dan kegiatan DBH CHT yang 
dibuat oleh S K P D ,  dikoordinasikan dengan adan 
Perencanaan embangunan dan Litbang Daerah 
Kabupaten Kuningan ;  

(3) Dalam mengelola program dan kegiatan DBH C H T  pada 
masing-masing SKPD sesuai alokasi DBH CHT 
sebagaimana d imaksud dalam pasal 3 ayat (3 )  
dikonsolidasikan · ne la lu i  Tim Koordinasi; 

(4) Tim Koordinasi :nengkonsultasikan rancangan program 
dan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)  ke 
Pemerintah Provinsi  dawa Barat dan/atau Kementrian 
Keuangan sebe lum Tahun Anggaran Berja lan :  

(5) Rancangan penganggaran Program dan egiatan 
sebagaimana d i maksud  pada ayat (4)  disetujui oleh Tim 
Anggaran Pemertu tah Daerah; 

(6) Bupati menyamaikan laporan rencana pelaksanaan 
program kegiatan i a n  penganggaran kepada Gubernu r .  



€ 

6 

B AB V  

PLNGGUNAAN DBH CHT 

Bagian Kesatu 

rinsip Penggunaan 

Pasal 5 

( 1 )  DBH CHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan: 

a. peningkatan l u a l i t a s  bahan baku; 

b. pembinaan industr i ;  

c .  pembinaan lingkungan sosial; 

d. sosialisasi k e t , m u a n  d i  bidang cukai ;  dan/atau 

e. pemberantasan barang kena cukai i lega l .  

(2) Program/kegiata n .  sebagaimana dimaksud pada a y a t  ( 1 )  

diprioritaskan a n t u k  mendukung program Jaminan 
Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% ( l ima puluh 
persen) dari aloiasi DBH CHT yang diterima Daerah 

(3) Penggunaan D B I  CHT untuk mendanai program/kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disinkron isasikan 
dengan program/:egiatan yang didanai dari penerimaan 
pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi U m u m .  
DBH lainnya, da Bclnja Murni APBD.  

Bagian Kedua 

Peninkatan Kualitas Bahan Baku 

Pasa l6 

Peningkatan kual it. .  bahan baku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  huruf  a  digunakan untuk peningkatan 
kualitas bahan baku dustri hasil tembakau yang m e l i p u t i :  

a. Penerapan pem u i d y a a n  sesuai dengan Good Agricultural 

Practies tembakau; 

b. Penangananan p a n e n  dan pasca panen;  

c. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau; 

d. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan; 

e .  Penerapan inova teknis ;  dan/atau 

f. Pengembangan bnhan baku tembakau untuk substitusi 
impor dan promo:i ekspor. 

Bagian Keempat 

Pembinaan Industri 

Pasal 7 

( 1 )  Program pembinaan industri meliputi kegiatan: 

a. pendataan .an  pengawasan kepemilikan atau 
penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian 
sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok: 
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b. fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual 
bagi industry kecil dan menengah; 

c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau; 

d. pemetaan hasil industri hasil tembakau; 

e. fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha 
Menengah dan usaha besar dalam pengadaan 
baku dan produksi hasil tembakau; 

f. pembinaan d a n  peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia pata usaha industri hasil tembakau skala 
kecil; 

g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar 
tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar 
dan nikotin bagi industri kecil dan menengah , serta 
pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practises 

bagi industri basi l  tembakau; 

h. Pengembangon dan fasilitasi untuk pabr yang 
berorientasi ' por ;  dan/atau 

i. Penyediaan tempat uji kompetensi bagi indus t  hasil  
tembakau kec i l .  

(2) Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penaunaan 
mesin pelinting rokok dan pemberian sertifiat /kode 
registrasi mesin pelinting rokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l )  . v u f  a  paling sedik it  mencakup  data 
sebagai beriku t :  

a. jumlah mesn pe l in t ing  rokok di setiap pabrik atau 
tempat la int  ;  

b. identitas mes in  pe l int ing rokok mel iput i  merek ,  t ipe ,  
kapasitas, asa l  negara pembuat; 

c. identitas kepemilikan mesin pel inting rokok meliputi  
lokasi keberadaan dan asal mesin; dan 

d .  perpindahan tc pemi l ikan mesin pel int ing rokok 

(3) Pemetaan i n d u s t r i  hasi l  tembakau sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  h t « f  d  berupa kegiatan pengumpulan data 
yang berkaitan vengan industri hasil tembakau d i  suatu 
daerah. 

(4) Pengumpulan b t a  scbagaimana dimaksud pada v a t  ( 3 ) .  

paling kurang me l ipu t i :  

a. nama perusahaan;  

b. lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor te lepon,  
jalan/desa, kota, kabupaten, dan provinsi) : 

c. nomor izin u . h a  industri atau Tanda Daftar Industr i  
(TDI) ;  

d. kapasitas torpasang (Sigaret Kretek Mesin .  Sigaret 
Kretek Tangan,  Sigaret Putih Mesin dan la in- la in ) :  

e .  realisasi produks i  selama 2 (dua) tahun terakhir; 

f. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja 
pengemasan, i n  tenaga kerja lainnya; 

g. nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 

(NPPBKC); 

h. realisasi p e t . . o e l i a n  pita cukai; 

Kecil 
bahan 
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i .  wilayah pen :aran (dalam negeri dan atau luar 
negeri); 

j .  jumlah, m e e k ,  tipe, dan kapasitas mesin pelinting 
rokok, dan sertifikat registrasi mesin pelinting rokok; 

k. jumlah alat linting; 

1. asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong 
(dalam neger i / luar  negeri) jumlah yang dibutuhkan: 
dan 

m. hasil p e n g u j i n  tar dan nikotin dari laboratorium 
penguji yang terakreditasi. 

Bagian Kelima 

Pembinaan Lingkungan Sosia1 

Pasal 8 

( 1 )  Program pembinnan lingkungan sosial meliputi kegiatan 
di bidang : 

a. kesehatan; 

b. ketenagakerjaan; 

c. infrastruktur; 

d. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan 

e. lingkungan ' i l u p .  

Kegiatan di b idang kesehatan sebagaimana d imaksud 
pada ayat ( 1 )  h u r u f  a  untuk mendukung program 
Jaminan Kesehatan nasional yang meliputi :  

a. kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan 
promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif: 

b. penyediaan/peningkatan pemeliharaan sarana/ 
prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama 
dengan p o . ' n  Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan ; 

c. pelatihan naga kesehatan dan/atau enaga 
administrat pada Fasilitas Kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kese' tan;  dan 

(2) 

(3) 

d. pembayaran iu ran  Jaminan Kesehatan bagi 
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 
dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi 
pekerja yang, t e r k e n a  pemutusan hubungan kerja 

Penyediaan / pen ingkatan /  pemeliharaan sarana / 
prasarana F a s : h a s  Kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 2 )  h  r u t  b ,  meliputi :  

a. pengadaan 

b. pembangun b a r u ;  

c. penambahan ruangan ;  

d. rehabil itasi bngunan;  

e. pemeliharaan bangunan/peralatan; 

f. kalibrasi/s ifikasi; dan/atau 

g. pembelian s k u  cadang. 
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(4) S ar an a / p r a s a r a n  Fasilitas Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada a y a t  (2)  huruf b berupa alat d a n / a t a u  
tempat yang digunakan untuk mendukung upaya 
pelayanan k e s c h a t a n ,  meliputi :  

a. bangunan/gcdung/ruang;  

b. alat kesehatan; 

c. obat-obatan, b a h a n  habis pakai, bahan k i m i a  atau 
reagen; 

d. sarana transnortas i  rujukan; d a n / a t a u  

e. peralatan o p e r a s i o n a l  yang dapat d i p i n d a h k a n  u n t u k  
pelayanan kesehatan baik yang promotif,  preventif, 
maupun k u r a t i f / r e h a b i l i t a t i f .  

(5) Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / 
prasarana Fasil itas Kesehatan sebagaimana d i m a k s u d  
pada ayat ( 2 )  h u r u f  b  dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut. 

a. diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas 
pelayanan e s c h a t a n  tingkat pertama, sebagaimana 
diatur dalam peraturan menteri yang membidangi 
urusan keschatan, yang mengatur mengena1 
penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat: 

b. dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 
pertama sebagaimana dimaksud huruf a telah 
terpenuhi ,  d : p a t  digunakan untuk fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat lanjutan. 

(6) Pelatihan te ·ga kesehatan dan/atau tenaga 
administratif seagaimana dimaksud pada ayat (2 )  huruf 
c berupa keikutsertaan tenaga kesehatan dan/atau 
tenaga a d m i t r a t i f  dalam pelatihan teknis yang 
diselenggarakan oleh instansi/lembaga resmi y a n g  diakui 
oleh pemeri n tah.  

(7) Kegiatan d i  b idang ketenagakerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I )  huruf b meliputi : 

a. pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bag 
tenaga kerin an masyarakat; 

b. penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ 
prasaran kc'embagaan pelatihan; 

c .  pelatihan d a n / a t a u  fasilitasi sertifikasi bagi tenaga 
i n s t r u k t u r  p a d a  balai latihan kerja yang 
diselenggarakan o l e h  instansi/lembaga resmi y a n g  
diakui o l c h  e r i n ta h ;  d a n / a t a u  

d .  pelayanan p e n e m p a t a n  tenaga kerja da n p e r l u a s an  
k e s e m p a t a n . ·  erja bagi pencari kerja. 

(8) S ar a n a / p r a s a r a n a  kelembagaan pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa alat dan/atau 
tempat yang igunakan untuk mendukung upaya 
pelatihan kete rampi lan ,  mel iput i :  

a. bangunan/gedung/ruang; 

b. peralatau/ n .  . i n  untuk  pelatihan keterampilan 
dan/atau 

c .  bahan h o b i  k a i  
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(9) Kegiatan di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  h  l  1 1  u  f  c  meliputi: 

a. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/ 
atau jembatan, pasar, dan sarana/ prasarana 
pendukung pariwisata; 

b. penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah, 
sanitasi, dan air bersih; 

c. penyediaan/pomeliharaan saluran irigasi; dan/atau 

d. pembangunan embung dan sarana sumberdaya air. 

Kegiatan di bi ng pemberdayaan ekonomi masyarakat 
sebagaimana d i n a k s u d  pada ayat ( 1 )  h u r u f  d  m e l i p u t i :  

a. penguatan ckonomi masyarakat melalu i  kegiatan 
padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan. 
mengurangi pengangguran, dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerah; 

b.  bantuan sa rana produksi, bibit/benih perkebunan, 
dan temak bagi masyarakat/kelompok masyarakat; 

c. fasilitasi p r o :nos i  bagi usaha mandiri mas varaka t :  
dan/atau 

d. bantuan modal usaha bagi usaha mikro., kecil, dan 
menengah. 

( 1 1 )  Kegiatan di b idang lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e me l iput i :  

a. penyediaan · v o r a n a  dan limbah industri ;  

b .  penerapan sistem manajemen l ingkungan bagi 
masyaraka i l ingkungan industri ;  

c .  pelatihan c t n/atau  sertifikasi bagi tenaga t e i n i s  di 

bidang l i n gkungan yang diselenggarakan oleh 

instansi/lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah: 

dan/atau 

d. bantuan peralatan pengolahan limbah kepada 
masyarakat. 

( 1 2 )  Penyediaan sa rnna dan prasarana pengolahan l imbah 
industri s e b a g i m n a n a  dimaksud pada ayat ( 1 1 )  h u r u f  a  
berupa alat dan/a tau  tempat yang digunaka t u k  

mengolah l imb:h i ndustri ,  meliputi: 

a. bangunan / gee! u ng/ ruang; 

b. peralatan/mesin;  dan/  atau 

c. bahan habis paka i .  

Bagian Keenam 

Sos ia l i s ts i  Ketentuan di Bidang Cukai 

Pasal 9 

( 1 )  Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi 
kegiatan: 

a. penyampaian .  informasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang cukai kepada 
masyarakat m/atau pemangku kepentingan; an 

( 10) 
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b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang cukai .  

(2) Penyampaian inormasi ketentuan peraturan perundang 
undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dapat di laksanakan dengan menggunakan media 
komunikasi sebagai berikut: 

a. forum tatap rnuka; 

b. media elektronik seperti radio dan televisi; 

c. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster dan 
stiker; 

d.  media dalam uringan; dan 

e. reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron. 

(3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang 
undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  harus je las ,  mudah dibaca, dan dominan.  

(4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana imaksud 
pada ayat ( l ) ,  Bupati  berkoordinasi dengan Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau 
Kepala Kantor P e ' y a n a n  Bea dan Cukai setempat. 

Bagian Ketujuh 

Pemberantasan Barang Kena Cukai 11ega1 

Pasal 10  

( 1 )  Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal me l iput i  
kegiatan p e n g u n u l a n  informasi hasi l  tembakau 

a. dilekati p i t a s  kai palsu; 

b. tidak dilekati p ita cukai ;  

c. dilekati pita cukai yang bukan haknya a t a t  salah 
personalisasi; 

d. dilekati pita cikai yang salah peruntukan :dan 

e. dilekati pita c v k a i  bekas.  

(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana imaksud 
pada ayat ( 2 ) ,  upati  berkoordinasi dan bekerjasama 
dengan Kepala . a c t o r  Wilayah Direktorat Jende ra l  Bea 
dan Cukai atau iKepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 
setempat. 

BAB VI 

PEMB:"TUKAN TIM KOORDINASI 

Pasal 1 1  

( 1 )  Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara SKPD 
pelaksana kegiatan DBHCHT, dibentuk Tim Koordinasi; 

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  
didasarkan pada tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksana 
program kerja dan kegiatan sosial; 
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(3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2 ) ,  ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati; 

(4) Sekretariat Tin Koordinasi bertempat di Bagian 
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.  

BAB VII 

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 1 2  

( 1 )  SKPD yang :enggunakan DBHCHT berkewajiban 
melaporkan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan 
kegiatan DBHCHT kepada Bupati Kuningan rne lalui 
Sekretariat Tim Koordinasi yang berkedudukan d i  Bagian 
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan; 

(2) Tim Koordinasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan 
penggunaan DBHCHT yang disampaikan kepada Bupati ;  

(3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH 
CHT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada 
gubernur dengan ketentuan: 

a. Laporan semester pertama paling lambat minggu kedua 
bulan Juli ta 'in anggaran berjalan; dan 

b. Laporan semester kedua paling lambat minggu kedua 
bulan Januari tahun anggaran berikutnya . 

(4) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana 
tercantum dalan ampiran Peraturan Bupati ini ;  

(5) Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan pemantauan 
dan evaluasi at penggunaan DBHCHT setiap tiga bulan 
(triwulan); 

(6) Dalam hal hasi} pemantauan evaluasi atas penggunaan 
DBHCHT Peng inclikasikan adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan langkah 
langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan 
perundang u n d .  n .  

BAB VIII 

ICTENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 3  

Dengan berlakunya Peraturan Bupati i n i ,  maka eraturan 
Bupati Kuningan Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 7  tentang Pengelolaan. 
Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasi l  Cukai Hasi l  
Tembakau, dicabut dan  dinyatakan tidak ber laku .  

Pasal 1 4  

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih 
lanjut Keputusan Bupat i .  
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Pasal 1 5  

Peraturan Bupati i n i  mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap o r s  n g  mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal 2 2 - 0 1 - 2 0 1 8  

- G 
Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal 23-01-2018 
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KUNINGAN 
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E'wAN 

KABUPATEN K U N I ! G A N  TAHUN 2 0 1 8  NOMOR : 2  


